WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5¢/TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN TIM RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Menimbang

WALI KOTA BANJARMASIN,

. bahwa penyelenggaraan Transportasi merupakan

upaya pemerintah daerah dalam rangka melindungi
segenap masyarakat Kota Banjarmasin yang
merupakan implementasi tujuan bernegara dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa sebagai upaya pembinaan yang meliputi

penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
di bidang transportasi, khususnya  aspek
keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada
masyarakat perlu pengaturan penyelenggaraan
Transportasi di daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan daerah dalam rangka
penyelenggaraan  Transportasi sesuai dengan
kewenangan pemerintah daerah;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian
Kendaraan Bemotor dan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis
Dampak Lalu Lintas Di Jalan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum penyelenggaraan
Transportasi, sehingga perlu diganti;

. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Transportasi perlu dibentuk
Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Tim
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Transportasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota



Mengingat

tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Tim
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Transportasi;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6760);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

10.

11.

12.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6643);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar
Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 224);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM
60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 779);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 304);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu
dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus
dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 694);
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan -

KESATU :  Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Tim Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan
Transportasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :  Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Tim Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan
Transportasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempunyai tugas melakukan pengkajian dalam
penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2022 pada sub Kegiatan Penetapan
Kebijakan Tata Kelola Andalalin Dinas Perhubungan.

KEEMPAT . Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni
2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasm
Pada tanggal - vktoocer
WALI KOTA BANJARMASIN

=i

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor - 5[ Tahun 2022
Tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan
Transportasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI

KOTA BANJARMASIN

NOMOR °°7 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN TIM RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN TIM RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Jabatan Dalam .

g Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi Kedudukan Dalam Tim

1. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Ketua

2. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Sekretaris
Banjarmasin

3. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kota Banjarmasin

4. | Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Anggota
Kota Banjarmasin

S. | Kepala Seksi Jaringan dan Penanganan Anggota
Dampak Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan
Kota Banjarmasin

6. | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Anggota
Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota
Banjarmasin

7. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Anggota
Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

—

IBNU SINA




